BAB VI

PENUTUP
1.1 Kesimpulan

Hasil analisis dapat disimpulkan melalui keseluruhan data yang telah
dikumpulkan, baik melalui wawancara, observasi langsung maupun dokumentasi.
Penelitian terhadap Kualitas pelayanan publik dalam pengurusan E-ktp di dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kota Kupang dalam melayani masyarakat dapat
dilihat dari lima indikator yang penulis gunakan untuk mengukur kualitas pelayanan
publik dalam pengurusan E-ktp di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota
Kupang yaitu:

a. Ketepatan waktu
Berdasarkan hasil penelitian tentang kualitas pelayanan publik dalam
pengurusan E-ktp di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Kupang
terkait dengan ketepatan waktu sudah baik, hal ini dapat dilihat dari
kecekatan pegawai dalam melayani masyarakat, dan proses yang dikerjakan
pegawai saat mencetak E-ktp tidak membutuhkan waktu yang lama.
b. Kebijakan dalam pelayanan
Di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Kupang kebijakan yang
dibuat sudah cukup membantu, dimana dinas menerapkan kualitas standar
pelayanan publik, dan mendesain program untuk melayani perekaman bagi
warga usia lanjut. Hal tersebut dilakukan dengan harapan memberi kepuasan
terhadap masyarakat.
c. Sarana prasarana pelayanan publik
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas kependudukan dan
pencatatan sipil mulai dari komputer, alat perekaman, dan sidik jari serta
fasilitas pendukung lainya berfungsi dengan baik, Cuma para pegawai
membutuhkan komputer dan tambahan pegawai agar pekerjaan bisa lebih
cepat selesai, selain itu di DISDUKCAPIL sendiri perlunya ada tambahan
fasilitas seperti tempat duduk yang nyaman bagi penyandang disabilitas, ibu

hamil serta ruangan yang nyaman bagi ibu menyusui.
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d. Sistem infromasi pelayanan publik
Di dinas kependudukan dan pencatatan sipil sendiri belum mempunyai
aplikasi khusus untuk membagikan infromasi kepada masyarakat, tapi jika
masyarakat ingin mengetahui infromasi apa saja terkait dengan pelayanan
e-ktp masyarakat bisa mengakses diinternet yang bisa di akses oleh semua
kalangan masyarakat atau masyarakat bisa membacanya pada papan
pengumuman yang terdapat didepan kantor.
e. Konsultasi dan pengaduan
Konsultasi dan pengaduan disediakan secara terbuka dari dinas untuk
masyarakat jika ada masyarakat yang ingin memberikan saran atau
pengaduan terkait dengan pelayanan e-ktp. Masyarakat bisa menyampaikan
langsung dengan cara menulis lalu memasukan pada kotak saran yang
terdapat didepan kantor atau bisa langsung disampaikan melalui email dan

websait milik dinas.
6.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dilakukan

maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

Bagi Disdukcapil Kota Kupang:

a. Sebaiknya menambah jumlah pegawai khusus pelayanan E-ktp dan
melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan bidang masing-masing
agar lebih maksimal lagi dalam melayani masyarakat.

b. Lebih bersikap tegas terhadap para petugas pelayanan yang ketika
jam Kkerja sering tidak berada dikantor dengan alasan tertentu,
menunjukan sikap kurang ramah, dan kadang terkesan buru-buru saat
melayani masyarakat sehingga terkadang masyarkat merasa kurang
nyaman.

c. Perlunya ada tambahan alat sarana dan prasaran yang ada di
DISDUKCAPIL seperti komputer, agar proses pencetakan E-ktp

bisa dilakukan lebih cepat, selain itu juga perlunya ada tambahan

67



pegawai dan pelatihan kerja bagi para pegawai baru khusus
pelayanan E-KTP, agar pelayanan yang diberikan bias lebih
maksimal lagi. Dan perlunya ada penambahan kursi/tempat duduk,
karena terkadang ada hari-hari tertentu yang pengunjung datang
sangat banyak dan terkadang mereka harus cari tempat duduk
masing-masing yang nyaman. Selain itu juga perlu disiapkan tempat
yang nyaman juga bagi penyandang disabilitas atau ibu hamil, serta

ruangan yang nyaman bagi para ibu meyusui.
Bagi masyarakat :

Masyarakat diharapkan agar dapat memberi dukungan kepada para
pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, dengan
adanya kesadaran dari dalam diri sendiri untuk melakukan perekaman E-ktp
dan memperhatikan prosesdur serta persyaratan yang diperlukan sebelum
melakukan pendaftaran dan melakukan perekaman E-ktp. Dan juga
masyarakat diharpkan agar tidak cepat menyalahkan sistem pelayanan yang
ada di DISDUKCAPIL karena disaat terjadinya proses pelayanan yang agak
lambat bukan disebabkan oleh kelalaian dari para petugas sendiri melainkan
ada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi proses

pelayanan.
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Identitas Informan

NAMA
UMUR

PENDIDIKAN
JABATAN

e Pemerintah

a. Ketepatan Waktu

1.

Berapa durasi waktu yang diatur dalam kebijakan pemerintah dalam

pengurusan E-KTP?

. Apakah dalam pengurusan E-KTP sudah memenuhi standar waktu yang di

tetapkan dalam regulasi?
Solusi apa yang diambil apabila dalam pengurusan E-KTP telah

melampaui waktu yang di tetapkan?

b. Kebijakan dalam pelayanan

1.

Kebijakan/regulasi sebagai landasan pelaksanaan? apa yang diterapkan

dalam pengurusan E-KTP?

. Bagaimana prosedur pelayanan yang diberikan dibagian pendaftaran E-

KTP?
Persyaratan apa saja dalam pengurusan E-KTP?
Apakah masyarakat mengetahui dan sudah mempersiapkan persyaratan

tersebut sebelum pengurusan

c. Sarana prasana pelayanan public

1.
2.
3.

4.

Apakah sarana prasarana pengurusan E-KTP berfungsi dengan baik?
Bagaimana fasilitas pendukung yang ada di Dinas?

Apakah fasilitas yang disediakan sudah memberikan pengaruh baik
masyarakat?

Apakah perlu penambahan fasilitas maupun sarana prasarana pendukung?

d. Sistem informasi pelayanan public
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1. Apakah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah memiliki aplikasi
secara daring tentang psengurusan E-KTP?
2. Apakah aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang akurat tentang
pengurusan E-KTP?
e. Konsultasi dan pengaduan

1. Apakah ada kotak pengaduan masyarakat?

2. Bagaimana respon para petugas apabila ada pengeluhan dari masyarakat
terkait pelayanan E-KTP?

3. Tindakan seperti apa yang dilakukan apabila terjadi pengaduan?
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Identitas Informan

NAMA
UMUR

PENDIDIKAN

JABATAN

e Masyarakat

a. Ketepatan Waktu

1.

Menurut anda apakah ketepatan waktu pelayanan E-KTP sudah baik
dana sudah sesuai dgn regulasi yang telah di tetapkan?

Apakah dalam pengurusan E-KTP sudah memenuhi standar waktu yang
di tetapkan dalam regulasi?

Bagaimana tanggapan anda tentang ketepatan waktu dalam pengurusan
E-KTP?

b. Kebijakan dalam pelayanan

1.

Bagaimana prosedur pelayanan yang diberikan dibagian pendaftaran
E-KTP?

Apakah sebelum melakukan pendaftaran bapak/ibu mengetahui
persyaratan apa saja yang perlu disiapkan sebelum pendaftaran EKTP.
Apakah bapak/ibu telah mengetahui dan mempersiapkan dokumen

yang dibutuhkan sebelum melakukan pendaftaran?

c. Sarana prasana pelayanan publik

1.

3.

Dalam melakukan perekaman wajah, apakah fasilitas yg disediakan
berjalan dengan baik?

Bagaimana fasilitas pendukung yang ada di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil??

Apakah petugas menggunakan alat bantun dalam pelayanan?

d. Sistem informasi pelayanan public

1.

2

Apakah anda sudah mengetahui aplikasi daring yg telah di buat oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?

. Apakah aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah?

e. Konsultasi dan pengaduan
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. Apakah ada keluhan atau ketidakpuasan dalam pelayanan?
Bagaimana cara menyampaikan keluhan tersebut?

Bagaimana cara petugas merespon setiap pelanggan dalam pengaduan
tentang pengurusan E-KTP?

. Apakah pelayanan yang diberikanan sudah tepat?
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